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ABSTRAK

ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PADA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KOTA DUMAI

NAMA	:	TIARA NURMALA SARI NIM	:	2110090811117

Pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil, cepat, dan transparan. Salah satu bentuk pelayanan publik di Kota Dumai adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yang merupakan hasil kerja sama tiga instansi utama, yaitu Polri, Badan Pendapatan Daerah, dan PT. Jasa Raharja. Layanan ini mencakup pengesahan STNK tahunan, perpanjangan STNK lima tahunan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta layanan lainnya. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan beberapa permasalahan, antara lain: (1) penyelesaian pelayanan yang belum sesuai dengan ketetapan waktu yang ditetapkan, dan (2) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan. Permasalahan ini menjadi dasar perumusan pokok penelitian, yaitu: “Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai?”
Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh SAMSAT Kota Dumai, serta (2) untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Sukmayana (2017) yang mengemukakan lima indikator kepuasan masyarakat, yaitu kualitas pelayanan, kualitas produk, harga, situasi, dan sikap personil pelayanan.
Populasi penelitian ini mencakup pegawai SAMSAT Kota Dumai dan masyarakat pengguna layanan, dengan jumlah sampel 90 orang yang terdiri dari 42 pegawai dan 48 masyarakat. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik Sampling Jenuh dan Accidental Sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan pengukuran rating scale.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kepuasan masyarakat dalam pelaksanan pelayanan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai secara keseluruhan berada pada kategori Cukup Baik, dengan total skor 3.127 yang berada pada interval 2.250–
3.150. Faktor pendukung kepuasan masyarakat meliputi situasi yang


meliputi penyediaan fasilitas ramah difabel, harga yang meliputi konsistensi pemberian bukti pembayaran resmi, dan sikap personil pelayanan yang meliputi keramahan dan kesopanan petugas. Sedangkan faktor penghambat meliputi kualitas pelayanan yang meliputi kurangnya pemahaman masyarakat akibat minimnya sosialisasi layanan digital dan kualitas produk yang meliputi keterlambatan penerbitan dokumen karena gangguan jaringan dan keterbatasan teknologi.
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BAB I PENDAHULULAN
A. [bookmark: _TOC_250012]Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik untuk unit internal organisasi maupun masyarakat luas. Pelayanan yang baik akan berdampak pada peningkatan mutu serta pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah undang-undang yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik.
Pelayanan mencakup berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah serta badan usaha milik negara/daerah, baik dalam penyediaan barang maupun jasa, guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjalankan ketentuan perundang-undangan. Pelayanan publik memerlukan kepekaan serta keterampilan interpersonal agar dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan efektivitas layanan. Sumber daya manusia yang berkualitas harus memiliki kompetensi dalam hal pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional dalam bekerja.
Oleh karena itu, organisasi perlu mengambil langkah strategis untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pegawainya. Pegawai diharapkan terus mengembangkan kompetensi dan keterampilannya agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman serta meningkatkan
76






kinerjanya dalam organisasi. Selain sebagai abdi negara, pemerintah juga2 memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan tanpa diskriminasi.
Di Kota Dumai, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai merupakan lembaga yang menjalankan pelayanan administrasi kendaraan bermotor melalui kerja sama tiga instansi utama, yaitu Polri (Kepolisian) Bertanggung jawab atas identifikasi kendaraan, pemeriksaan fisik kendaraan bermotor (cek fisik), serta penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Mengawasi kepatuhan wajib pajak dalam pengesahan STNK tahunan serta proses mutasi kendaraan.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berperan dalam penetapan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), bertanggung jawab dalam menghitung, mengelola, dan mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan untuk pendapatan daerah.
PT. Jasa Raharja (Persero) Mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebagai bentuk perlindungan bagi pemilik kendaraan terhadap risiko kecelakaan lalu lintas. Bertanggung jawab dalam pemberian santunan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dalam praktiknya, ketiga instansi ini bekerja secara terintegrasi dalam satu Atap untuk memastikan kemudahan bagi masyarakat dan





Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa kewajiban masyarakat terhadap administrasi kendaraan dipenuhi dengan cara yang efisien dan transparan.
Dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan publik, pemerintah menerapkan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, yang mewajibkan setiap penyelenggara layanan untuk menyusun dan menerapkan standar pelayanan yang jelas dan akuntabel. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian Kualitas Pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, transparan, dan terukur serta akuntabel.
Di tengah perkembangan teknologi dan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan berkualitas, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai diharapkan dapat beradaptasi dan berinovasi dalam memberikan layanan. Dengan adanya layanan yang responsif dan akuntabel, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai tidak hanya berkontribusi pada pendapatan daerah melalui pajak kendaraan, tetapi juga berperan dalam menciptakan iklim kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.





Adapun jenis pelayanan dan persyaratan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai dapat dilihat pada tabel I.1 di bwah ini:
Tabel I.1
Jenis-Jenis Pelayanan Dan Waktu Penyelesaian Pelaksanaan Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai
	No.
	Jenis Pelayanan
	Waktu

	1.
	Pengesahan Ulang (Satu Tahunan)
	15 Menit

	2.
	Perpanjangan STNK/TNKB (Lima Tahunan)
	20 Menit

	3.
	Penggantian STNK
	45 Menit

	4.
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (Pendaftaran Kendaraan Baru)
	45 Menit

	5.
	Perubahan	Identitas  Kendaraan  Bermotordan
Pemilik Kendaraan Bermotor
	45 Menit

	6.
	Bea Balik Nama Registrasi Ulang Kendaraan Dalam Kab/Kota
	30 Menit

	7.
	Bea	Balik	Nama/	Registrasi	Ulang	Antar Kab/Kota Dan Mutasi Dari Luar Provinsi
	45 Menit

	8.
	Mutasi ke Luar Provinsi
	Pelayanan Surat
Keterangan Fiskal: 1 Minggu

	9.
	E-Samsat Riau
	15 Menit


Sumber Data: Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dumai, tahun 2025
Tabel I.1 menyajikan informasi lengkap mengenai jenis layanan yang tersedia pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, serta estimasi waktu penyelesaian untuk setiap layanan. Dengan adanya tabel ini, masyarakat dapat memahami prosedur yang berlaku, mempersiapkan dokumen yang diperlukan sebelum mengajukan permohonan layanan, serta mempercepat proses administrasi sekaligus mengurangi potensi hambatan dalam pelayanan.





Berdasarkan standar operasional prosedur, masih ditemukan keterlambatan waktu pelayanan yang dirasakan masyarakat.
Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu wajib pajak, Ibu Siti Rahma, pada tanggal 20 Januari 2025, yang menyatakan:
“Waktu penyelesaiannya cukup lama, saya harus menunggu lebih dari 1 jam karena antrean yang cukup panjang. Selain itu, tidak ada informasi yang jelas mengenai estimasi waktu yang dibutuhkan, sehingga saya harus bertanya beberapa kali kepada petugas untuk memastikan kapan prosesnya selesai.”
Salah Satu kendala yang sering muncul adalah membludaknya masyarakat pada awal bulan dan menjelang jatuh tempo pembayaran pajak, sehingga pelayanan menjadi tidak efektif. Seperti yang diungapkan oleh bapak ahmad, seorang wajib pajak yang diwawancarai oleh penulis, bahwa:
“terutama pada awal bulan dan menjelang jatuh tempo pembayaran pajak, kondisi di SAMSAT selalu ramai sekali. Antrian panjang, ruang tunggu penuh, bahkan saya harus datang pagi-pagi supaya bisa dapat nomor antrian lebih awal.”
Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan antrean dan manajemen waktu pelayanan masih belum berjalan optimal.
Setiap jenis layanan memiliki tarif yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah maupun kebijakan nasional yang berlaku. Biaya tersebut mencakup antara lain pengesahan STNK tahunan, perpanjangan STNK lima tahunan, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan mutasi kendaraan. Untuk menjamin transparansi, biaya layanan biasanya dicantumkan dalam bentuk informasi publik yang terpampang di ruang pelayanan.





Berdasarkan pp no. 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. Yang berlaku pada kepolisian negara republik indonesia:
1. Tarif Penerbitan STNK Baru Dan Perpanjangan

a. R2/R3 : Rp. 100.000

b. R4 Lebih : Rp. 200.000
2. Tarif STCK
a. R2/R3 : Rp. 25.000
b. R4 Lebih : Rp. 50.000
3. Tarif TNKB
a. R2/R3 : Rp. 60.000

b. R4 Lebih : Rp. 100.000

4. Surat Mutasi Keluar Daerah

a. R2/R3 : Rp. 150.000

b. R4 Lebih : Rp. 250.000

5. Tarif BPKB Baru Dan Ganti Pemilik

a. R2/R3 : Rp. 225.000

b. R4 Lebih : Rp. 375.000

Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan
1. Bit NRKB Pilihan Untuk 1 (Satu) Angka

a. Tidak Ada Huruf Belakang Angka : Rp. 20.000.000

b. Ada Huruf Belakang Angka	: Rp. 15.000.000





2. Bit NRKB Pilihan Untuk 2 (Dua) Angka

a. Tidak Ada Huruf Belakang Angka : Rp. 15.000.000

b. Ada Huruf Belakang Angka	: Rp. 10.000.000

3. Bit NRKB Pilihan Untuk 3 (Tiga) Angka

a. Tidak Ada Huruf Belakang Angka : Rp. 10.000.000

b. Ada Huruf Belakang Angka	: Rp. 7.500.000
4. Bit NRKB Pilihan Untuk 4 (Empat) Angka
a. Tidak Ada Huruf Belakang Angka : Rp. 7.500.000
b. Ada Huruf Belakang Angka	: Rp. 5.000.000

Dengan prosedur yang jelas memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan pembayaran pajak, sehingga akan lebih mudah diketahui secara pasti biaya yang harus dikeluarkan, waktu yang dibutuhkan, siapa yang terlibat, peralatan apa yang dibutuhkan, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk suatu jenis pelayanan.
Adapun alur Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai adalah proses atau tahapan yang diikuti untuk mengurus dokumen kendaraan bermotor seperti STNK dan BPKB serta pembayaran pajak kendaraan bermotor. Alur pelaksanaan pembayaran pajak pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai sebagai berikut:





Bagan I.1
Alur pelayanan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai Pengesahan 1 Tahunan
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Sumber Data: Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dumai, tahun 2025
Pada Bagan I.1 menjelaskan alur pelayanan pengesahan STNK tahunan di SAMSAT Kota Dumai dimulai dengan kedatangan masyarakat ke SAMSAT untuk melakukan proses administrasi. masyarakat terlebih dahulu melakukan registrasi untuk memulai proses. Setelah itu, petugas akan melakukan input data ke dalam sistem guna mencocokkan informasi kendaraan dan pemiliknya. Selanjutnya, petugas melakukan penetapan, yaitu menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat berdasarkan data yang telah dimasukkan.
Setelah besaran pajak ditetapkan, masyarakat diarahkan ke kasir untuk melakukan pembayaran. Setelah pembayaran berhasil dilakukan, petugas akan mencetak SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran pajak kendaraan. Sebagai bukti bahwa pajak kendaraan telah dibayar dan kendaraan dapat beroperasi secara legal di jalan raya. Alur ini memastikan bahwa proses pengesahan STNK berjalan secara sistematis dan terstruktur di SAMSAT Kota Dumai.





Bagan I.2
Alur Pelayanan Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai
Perpanjangan STNK 5 Tahunan, Bea Balik Nama, Mutasi, RubentinaWajib Pajak
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Sumber Data: Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dumai, tahun 2025
Pada Bagan I.2 menjelaskan Alur pelayanan untuk perpanjangan STNK 5 tahunan, balik nama, mutasi, dan rubentina di SAMSAT Kota Dumai dimulai dengan kedatangan masyarakat ke SAMSAT Kota Dumai. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah cek fisik kendaraan bermotor, di mana petugas akan melakukan pemeriksaan fisik kendaraan untuk memastikan kesesuaian data dengan dokumen yang dimiliki oleh masyarakat. Setelah itu, wajib pajak harus melakukan registrasi, yang kemudian dilanjutkan dengan input data oleh petugas ke dalam sistem administrasi.
Setelah data dimasukkan, petugas akan melakukan penetapan, yaitu menentukan besaran biaya yang harus dibayarkan berdasarkan jenis layanan yang dilakukan, seperti perpanjangan STNK, balik nama, atau mutasi kendaraan. masyarakat kemudian diarahkan ke kasir untuk melakukan pembayaran sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan. Setelah pembayaran selesai, tahap terakhir adalah pencetakan STNK dan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti resmi bahwa kendaraan telah terdaftar dan legal untuk digunakan di jalan raya. Proses





ini memastikan bahwa layanan administrasi kendaraan di SAMSAT Kota Dumai berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Minimnya informasi yang jelas mengenai tahapan dan tata cara pelayanan menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kendaraan.
Hal ini terlihat dari pernyataan Ibu Cici, yang menyampaikan keluhannya saat diwawancarai penulis:
“Saya kebingungan dalam pengisian formulir. Seharusnya pegawai menyediakan contoh pengisian formulir tersebut, dan saya juga kurang mengerti prosedurnya jika saya melihat dari papan informasi dan berapa lama siapnya.”
Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai masih perlu perbaikan
Selain pelayanan konvensional di loket, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai juga menyediakan layanan Drive Thru sebagai bentuk inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses pengesahan STNK tahunan tanpa harus turun dari kendaraan. Layanan ini dirancang khusus bagi wajib pajak yang hanya melakukan pengesahan tahunan tanpa perubahan data. Wajib pajak cukup menyiapkan dokumen seperti STNK asli, KTP, dan bukti pembayaran PKB, lalu mendatangi jalur Drive Thru yang telah disediakan. Prosesnya berlangsung singkat, karena seluruh tahapan dilakukan langsung dari dalam kendaraan.





Layanan Drive Thru ini diharapkan dapat mengurangi antrian di ruang pelayanan utama, mempercepat waktu pelayanan, dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam melakukan kewajibannya sebagai pemilik kendaraan bermotor. Inovasi ini juga merupakan salah satu bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang efisien dan modern.
E-Samsat merupakan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online yang dikembangkan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sistem ini mengintegrasikan berbagai fitur, seperti pengecekan tunggakan pajak, perhitungan pajak, dan pembayaran melalui berbagai kanal digital seperti website, aplikasi mobile, dan E-commerce. Tujuan utama E-Samsat adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, mengurangi antrean di Samsat fisik, serta meminimalisir potensi korupsi dan pungutan liar. Dengan e-Samsat, wajib pajak dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja, selama terhubung dengan internet.
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai telah menetapkan jadwal operasional yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan. Jadwal ini mencakup hari kerja, jam operasional, serta jenis layanan yang tersedia setiap harinya. Adapun rincian jadwal pelayanan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel I.2
Waktu Dan Jam Kerja Pegawai Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai
	No.
	Hari
	Waktu

	1.
	Senin-Kamis Waktu Isoma
	08.00 s.d 14.00 Wib
12.00 s.d 13.00 Wib

	2.
	Jum’at
	08.00 s.d 11.00 Wib

	3.
	Sabtu
	08.00 s.d 12.00 Wib


Sumber Data: Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dumai, tahun 2025
Dari Tabel I.2 di atas dapat dilihat bahwa Jam operasional Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai adalah sebagai berikut: pada hari Senin hingga Kamis, pelayanan berlangsung dari pukul
08.00 hingga 14.00 WIB, dengan waktu istirahat dari pukul 12.00 hingga
13.00 WIB; pada hari Jumat, pelayanan dibuka dari pukul 08.00 hingga

11.00 WIB; dan pada hari Sabtu, pelayanan tersedia dari pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Dengan adanya informasi ini, masyarakat dapat merencanakan kunjungan mereka pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai sesuai dengan jadwal yang berlaku.
Kegiatan pelayanan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai dinilai dari tingkat kepuasan masyarakat. Penilaian yang diberikan masyarakat menentukan ukuran kinerja pelayanan publik. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui pelayanan publik adalah dengan mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Hal ini menunjukkan, bahwa semakin banyaknya jumlah kendaraan.
Kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam menilai Kualitas Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Kepuasan tidak hanya menunjukkan keberhasilan





penyelenggara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara harapan dan kenyataan atas suatu pelayanan. Dalam konteks pelayanan publik, apabila layanan yang diberikan sesuai atau melebihi harapan masyarakat, maka kepuasan pun akan tercapai.
Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai, diperlukan suatu instrumen pengukuran kepuasan masyarakat atau yang dikenal dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Instrumen ini berfungsi sebagai alat ukur yang sistematis untuk mengevaluasi kinerja pelayanan publik dari sudut pandang penerima layanan, yaitu masyarakat.
Melalui penerapan instrumen atau IKM, penyelenggara pelayanan publik dapat memperoleh gambaran objektif mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan yang diberikan. Pengukuran ini biasanya dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang berisi sejumlah indikator atau dimensi pelayanan, antara lain: kecepatan pelayanan, yaitu seberapa cepat petugas menyelesaikan permohonan masyarakat. Ketepatan waktu penyelesaian, yakni kesesuaian antara waktu yang dijanjikan dengan waktu aktual pelayanan. Sikap dan perilaku petugas, yang mencerminkan keramahan, kesopanan, serta tanggung jawab dalam melayani masyarakat. Kemudahan prosedur, yang berkaitan





dengan kejelasan alur dan persyaratan pelayanan. Serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti ruang tunggu, fasilitas informasi, dan kenyamanan lingkungan pelayanan.
Data yang diperoleh dari hasil pengukuran instrumen kepuasan masyarakat kemudian diolah untuk menghasilkan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM), yang menggambarkan tingkat kualitas pelayanan secara menyeluruh. Nilai IKM ini dapat menjadi dasar bagi pihak SAMSAT Kota Dumai dalam melakukan evaluasi kinerja pelayanan, menetapkan prioritas perbaikan, dan merumuskan strategi peningkatan mutu pelayanan publik di masa mendatang. Dengan demikian, penerapan instrumen pengukuran kepuasan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah, khususnya dalam bidang pelayanan administrasi kendaraan bermotor.
Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai, kepuasan masyarakat terhadap layanan seperti pengesahan STNK satu tahunan sangat dipengaruhi oleh kecepatan pelayanan, ketepatan informasi, sikap petugas, serta kemudahan dalam prosedur administrasi. Kepuasan ini dapat berdampak positif pada kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara rutin dan tepat waktu. Namun demikian, perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, dan pengalaman pelayanan menyebabkan tingkat kepuasan masyarakat tidak selalu seragam.  Oleh  karena  itu,  upaya  peningkatan  pelayanan  yang





berkelanjutan menjadi keharusan agar kepercayaan dan partisipasi publik dapat terus meningkat.
Adapun jumlah pelayanan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai dalam 3 tahun terakhir dapat dillihat pada tabel I.3
Tabel I.3
Jumlah Pelayanan Pengurusan Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai Tahun
2022-2024
	No
	Tahun
	PKB
	BBNKB-I
	BBNKB-II
	STNK

	1.
	2022
	79,776
	8,791
	2,026
	9,408

	2.
	2023
	87,510
	11,922
	236
	11,912

	3.
	2024
	85,537
	11,166
	1,070
	10,155


Sumber Data: Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dumai, tahun 2025
Berdasarkan Tabel I.3 diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022, jumlah pelayanan pajak kendaraan bermotor (PKB) tercatat sebanyak 79.176, pelayanan bea balik nama kendaraan bermotor pertama (BBNKB-I) sebanyak 8.791, dan pelayanan bea balik nama kendaraan bermotor kedua (BBNKB-II) sebanyak 2.026. Pada tahun 2023, jumlah pelayanan PKB meningkat menjadi 87.510, pelayanan BBNKB-I juga mengalami peningkatan menjadi 11.922, sedangkan pelayanan BBNKB-II menurun drastis menjadi 236. Pada tahun 2024, jumlah pelayanan PKB mengalami sedikit penurunan menjadi 85.537, pelayanan BBNKB-I sedikit menurun menjadi 11.166, namun pelayanan BBNKB-II kembali meningkat menjadi 1.070.
Selain itu tingginya angka penerimaan PKB juga merupakan bentuk kepuasan masyarakat dalam membayar pajak terhadap pelayanan yang





diberikan instansi terkait yaitu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai, Sehingga dari kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat menghasilkan kesadaran untuk taat membayar pajak yang menjadi kewajibannya sebagai pemilik kendaraan. Namun kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di SAMSAT tentunya berbeda tingkatannya antar satu individu dengan individu lainnya.
Berdasarkan pada uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PADA SISTEM ADMINITRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KOTA DUMAI”.
B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, penulis menemukan gejala-gejala masalah sebagai berikut:
a. Masih terdapatnya penyelesaian pelayanan tidak sesuai dengan ketetapan waktu pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai.
b. Masih ditemukannya masyarakat yang belum memahami prosedur pelayanan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai.





Merujuk pada gejala permasalahan dan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana Tingkat Kepuasan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pelayanan Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai?”.
C. [bookmark: _TOC_250011]Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai.
b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai
2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang ilmu Administrasi Negara khususnya dalam pelayanan publik
b. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai dalam memperbaiki dan mengembangkan sistem pelayanan publik
c. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi penulis lainnya yang melakukan penelitian tentang permasalahan yang sama di masa yang akan datang.





[bookmark: _TOC_250010]BAB II TELAAH PUSTAKA
A. [bookmark: _TOC_250009]Kerangka Teori

1. Pelayanan

Secara etimologis, pelayanan berasal dari kata layan yang berarti membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang, kemudian pelayanan dapat diartikan sebagai perihl cara melayani jasa sehubungan dengan jual beli barang atau jasa (Hardiyansyah, 2018).
Pelayanan merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun (Kotler, 2000)
Pelayanan secara umum adalah rasa menyenangkan yang diberikan kepada orang lain disertai kemudahan-kemudahan dan memenuhi segala kebutuhan mereka (Umar, 2003).
Pelayanan timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta (Moenir, 2002)
Pelayanan pada dasarnya merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik (Kamaruddin Sellang, 2019)





Pelayanan adalah kegiatan pemberian jasa dari sutau pihak kepada pihak lainnya. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan secara ramah tamah, adil cepat dan dengan etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi yang menerimanya (Hasibuan, 2005).
Pelayanan adalah sebagai berikut: pelayanan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha untuk membina (mengurusi) atau memenuhi apa yang dibutuhkan oleh orang lain (Maulidiah, 2014)
Pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna (Leilul Mursyidah dan Ilmi Usrotin Choiriyah, 2020)
Pelayanan umum adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Taufiqurokhman dan Evi, 2018).
Pelayanan didefinisikan sebagai tindakan, proses, dan kinerja yang ditawarkan kepada pelanggan. Pelayanan biasanya tidak berwujud, dan dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu produksinya (Zeithaml dan Bitner, 2003)
Publik adalah setiap kelompok orang yang memiliki minat atau nilai- nilai bersama dalam situasi tertentu, terutama kepentingan atau nilai-nilai





mereka mungkin bertindak atas kesediaan (Gruth dan Marsh dalam Estawara, 2010)
Pelayanan diberikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau nasabah (Kasmir, 2005)
Pelayanan adalah suatu aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen pelanggan (Gnoroos dalam Ratminto dan Winarsih, 2005).
Pelayanan ialah sebuah usaha pemberian bantuan ataupun pertolongan pada orang lain, baik dengan berupa materi atau juga non materi agar orang tersebut bisa mengatasi masalahnya itu sendiri (Suparlan, 2010)
Pelayanan (service) bisa dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri atas dua komponen utama, yakni service operations yang kerap kali tidak tampak atau tidak diketahui keberadaannya oleh pelanggan (back office atau backstage) dan service delivery yang biasanya tampak (visible) atau diketahui pelanggan (sering disebut pula front office atau frontstage). (Fandy Tjiptono, 2012)





2. Pelayanan Publik

Pelayanan publik bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik atau rangkaian dalam kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pelayanan publik (Rachman, 2021).
Pelayanan publik merupakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik menurut sinambela dalam (Pasalong, 2013).
Pelayanan publik merupakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku (Komarudin, 2014)
Pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan (Mahmudi, 2010)
Pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan (Sinambela, 2014).





Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Agung Kurniawan, 2005)
Pelayanan Publik adalah pemberian layananan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Mukaron & Laksana, 2016)
Pelayanan publik yang didefinisikan sebagai layanan yang tersedia untuk masyarakat, baik secara umum atau secara khusus (Mubarok, 2019).
Untuk memberikan pelayanan publik yang baik perlu ada upaya untuk memahami sikap dan perubahan kepentingan publik sendiri. Perubahan kehidupan dunia yang begitu cepat mempunyai pengaruh yang cepat pula terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat secara umum (Hardiyansyah, 2011).
Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu; Pertama, pelayanan publik yang diberikan tanpa memperhatikan orang perseorangan, tetapi keperluan masyarakat secara umum yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana transportasi, penyediaan pusat-pusat kesehatan, pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, pemeliharaan keamanan, dan lain sebagainya; Kedua, pelayanan yang diberikan secara orang





perseorangan yang meliputi kartu penduduk dan surat-surat lainnya (Sumaryadi, 2010)
Pada dasarnya cukup banyak karakteristik suatu pelayanan dimana karakteristik pelayanan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi tingkat kepuasan dan penampilan kerja karyawan (Tjiptono & Diana, 2003) mengidentifikasi lima karakteristik yang digunakan oleh para pelanggan dalam mengevaluasi kualitas jasa, yaitu:
1. Bukti langsung (tangible) meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi.
2. Kehandalan (reliability). Reliability yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan Reliabilitas meliputi dua aspek utama, yaitu konsistensi kinerja (performance) dan sifat dapat dipercaya (dependability).
3. Daya tanggap (responsiveness), Daya tanggap yaitu keinginan para staff untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Penyampaian layanan secara cepat.
4. Jaminan (assurance), Jaminan ini mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. Jaminan juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk menanggapi setiap pertanyaan atau masalah masyarakat.





5. Empati (Empathy). Empati dalam pelayanan meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, dan memahami kebutuhan para pelanggan.
3. Kepuasan Masyarakat

Secara etimologis kepuasan berasal dari bahasa latin, yaitu satis yang artinya “cukup” dan facere yang artinya “melakukan atau membuat” sehingga kepuasan pelanggan dapat dimaknai sebagai kemampuan suatu pelayanan dalam membuat pelanggan merasa tercukupi kebutuhannya (Mahatma, 2017)
kepuasan adalah derajat perasaan setelah membandingkan kinerja/hasil yang dirasakan dengan harapannya (Sumarwan, 2011)
kepuasan sebagai perasaan kecewa atau senang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya (Kotler, 2008)
Kepuasan adalah suatu sikap yang diputuskan berdasarkan pengalaman yang didapatkan. Kepuasan merupakan penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk atau jasa, atau produk itu sendiri, yang menyediakan tingkat kesenangan konsumen berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumen (Lovelock dkk, 2010)
Kepuasan masyarakat terhadap organisasi publik sangat penting karena adanya hubungan kepercayaan masyarakat. Semakin baik pemerintahan dan Kualitas Pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi kepercayaan masyarakat (high trust)". Kepercayaan masyarakat





akan semakin tinggi apabila masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan merasa terpuaskan akan pelayanan tersebut (Pasolong, 2010)
pelayanannya kepuasan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakannya dengan harapannya. Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan (Supranto, 2017).
kepuasan masyarakat sebagai reaksi emosional terhadap evaluasi pengalaman konsumen terhadap suatu produk atau jasa”. Respon emosional dapat berupa perasaan lebih yang dirasakan ketika sesuatu yang diinginkan tercapai. Individu yang datang ke tempat yang sama berulang kali tanpa adanya keluhan tentang penggunaan produk atau layanan dapat dikatakan puas dengan produk atau layanan yang diberikan oleh instansi tersebut (Wilkie, 2014)
kepuasan masyarakat ditentukan oleh dua hal, yaitu keluhan masyarakat dan harapan atas pelayanan yang diterima dari penyedia layanan (Tjiptono, 2011)
Dari defenisi-defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepuasan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu bandingan antara layanan dengan hasil yang diterima apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat.





B. [bookmark: _TOC_250008]Operasional Variabel Penelitian
Operasinal variabel penelitian sebagai batasan terhadap kerangkateoritis perlu agar didalam penelitian ini tidak ada kekeliruan. Adapun konsep-konsep yang akan dioperasionalkan, sebagai berikut:
1. Analisis

Yang dimaksud dengan analisis dalam penelitian ini adalah pembahasan yang mendalam mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai.
2. kepuasan

Yang dimaksd dengan kepuasan dalam penelitian ini adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang telah dipersepsikan terhadap pelayanan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai.
3. Masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat dalam penelitian ini adalah seseorang yang menerima layanan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai.
4. Pelaksanaan

Yang dimaksud dengan pelaksanaan dalam penelitian ini adalah proses implementasi kebijakan, program, atau kegiatan yang dijalankan berdasarkan prosedur, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai.





5. Pelayanan

Yang dimaksud pelayanan dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interksi langsung antar petugas Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai dengan masyarakat secara fisik, dan menyediakan kepuasan masyarakat
Selanjutnya permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini ialah bagaimana tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan pada Sistem Administasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai untuk mencapai hasil yang diinginkan dan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat dilihat melalui variabel dalam mengukur kepuasan Masyarakat menurut (Sukmayana, 2017) antara lain:
1. Kualitas Pelayanan (Service Quality)

Kualitas Pelayanan (Service Quality) adalah tingkat sejauh mana suatu layanan yang diberikan dapat memenuhi atau melampaui harapan pelanggan atau pengguna jasa. Yang dimaksud dengan Kualitas Pelayanan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengalaman masyarakat dalam menerima pelayanan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai. Dalam penelitian ini dapat dilihat melalui sub indikator:
a. Adanya kemampuan petugas pada SAMSAT Kota Dumai dalam memproses pengajuan permohonan dengan cepat.





b. Adanya kejelasan informasi yang disampaikan petugas pada SAMSAT Kota Dumai kepada masyarakat yang menerima layanan.
c. Adanya kemudahan prosedur pelayanan pada SAMSAT Kota Dumai.
2. Kualitas Produk (Product Quality)

Kualitas Produk (Product Quality) adalah tingkat keunggulan suatu produk dalam memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Yang dimaksud dengan kualitas produk diukur dari bagaimana Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai memberi pelayanannya. Dalam penelitian ini dapat dilihat melalui sub indikator:
a. Adanya kejelasan jenis pelayanan yang diberikan oleh SAMSAT Kota Dumai.
b. Adanya	kesesuaian	antara	pelayanan	yang	diterima	dengan pelayanan yang diharapkan.
c. Adanya ketepatan waktu penerbitan produk atau dokumen sesuai dengan standar pelayanan.
3. Harga (Price)

Harga (Price) adalah sejumlah nilai atau uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh suatu produk atau jasa. Yang dimaksud dengan harga dalam penelitian ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat yang disediakan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai. Dalam penelitian ini dapat dilihat melalui sub indikator:





a. Adanya informasi tentang biaya pelayanan pada SAMSAT Kota Dumai.
b. Adanya Kesesuaian biaya pelayanan dengan peraturan yang berlaku Pada SAMSAT Kota Dumai.
c. Adanya ketersediaan bukti pembayaran mengenai biaya yang dibebankan kepada masyarakat.
4. Situasi (Situation)

Situasi (Situation) adalah kondisi atau keadaan tertentu yang sedang berlangsung pada suatu waktu dan tempat, yang mencakup berbagai faktor lingkungan fisik, sosial, maupun psikologis yang memengaruhi suatu peristiwa atau tindakan. Yang dimaksud dengan Situasi dalam penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana perasaan masyarakat selama dan setelah berinteraksi pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai. Dalam penelitian ini dapat dilihat melalui sub indikator:
a. Adanya ketersediaan fasilitas pelayanan yang memadai pada SAMSAT Kota Dumai.
b. Adanya ruang tunggu pelayanan yang nyaman dalam pemberian pelayanan pada SAMSAT Kota Dumai.
c. Adanya fasilitas pendukung difabel dalam pelaksanaan pelayanan pada SAMSAT Kota Dumai





5. Sikap Personil Pelayanan (Personality)

Sikap Personil Pelayanan (Personality) adalah perilaku, cara berinteraksi, serta kepribadian petugas atau pegawai dalam memberikan layanan kepada masyarakat, yang mencerminkan keramahan, empati, kesopanan, dan profesionalisme. Yang dimaksud dengan Sikap Personil Pelayanan dalam penelitian ini adalah sikap yang ditunjukkan kepada orang lain dalam memberikan pelayanan, Dalam penelitian ini dapat dilihat melalui sub indikator:
a. Adanya petugas yang bersikap sopan santun dalam memberikan pelayanan pada SAMSAT Kota Dumai.
b. Adanya	sikap	tanggung	jawab	petugas	dalam	memberikan pelayanan pada masyarakat.
c. Adanya kesetaraan pelayanan bagi semua golongan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa setiap indikator terdiri dari tiga sub indikator. Adapun kriteria penilaian dari sub indikator diatas dapt dilihat sebagai berikut:
Baik (B) Diberi skor	3
Cukup Baik (CB) Diberi skor	2
Tidak Baik (TB) Diberi skor	1





[bookmark: _TOC_250007]BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. [bookmark: _TOC_250006]Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai Jl. Sultan Syarif Kasim, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Riau 28826. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai merupakan instansi yang langsung berinteraksi dengan masyarakat dalam pengelolaan administrasi kendaraan. Lokasi ini penting untuk penelitian karena pelayanan yang diberikan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai berpengaruh langsung terhadap tingkat kepuasan masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan.
B. [bookmark: _TOC_250005]Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keselurahan objek penelitian yang terdiri atas manusia, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, dijelaskan Nawawi dalam (Pasalong, 2013). Populasi ini mencakup semua pihak yang terlibat dalam pelayanan pengurusan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai maupun masyarakat yang menerima layanan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai.
Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian, dijelaskan Nawawi dalam





(Pasalong, 2013). Dalam pengambilan sampel untuk pegawai menggunakan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah untuk penentuan sampel dengan menjadikan semua populasi menjadi sampel (Zulfikar et, al, 2024).
Untuk penentuan sampel masyarakat menggunakan teknik Accidental Sampling (Teknik Sampling Kebetulan). Teknik Accidental Sampling adalah teknik Pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, bila sampel dipandang sudah memenuhi kriteria yang sedang di teliti (Sahir, 2021). Pengambilan sampel dilakukan selama satu penelitian yang berjumlah 8 hari kerja penelitian dengan rata-rata 6 orang dalam penulis temui setiap harinya sehingga diperoleh jumlah sampel untuk masyarakat sebanyak 48 orang. Untuk lebih jelasnya keadaan populasi dan sampel penelitian dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel III.1 Populasi Dan Sampel
	No
	Sub Populasi
	Populasi (Orang)
	Sampel (Orang)
	Persentase (%)

	1.
	Kepala UPT
	1
	1
	100%

	2.
	Sub Bagian TU
	1
	1
	100%

	3.
	Seksi Penerimaan
	1
	1
	100%

	4.
	Seksi Penagihan
	1
	1
	100%

	5.
	Jasa Raharja
	1
	1
	100%

	6.
	Petugas Kepolisian
	9
	9
	100%

	7.
	Staff Pelaksana
	28
	28
	100%

	8.
	Masyara630kat
	48
	48
	100%

	Jumlah
	90
	90
	100%


Sumber Data: Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dumai, tahun 2025





C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis

yaitu:

1. Data Primer

Sumber / data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012). adapun data primer dalam penelitian ini, yaitu:
a. Kualitas Pelayanan (Service Quality)

b. Kualitas Produk (Product Quality)

c. Harga (Price)

d. Situasi (Situation)

e. Sikap Personil Pelayanan (Personality)

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012). Untuk melengkapi materi peneliti, di antaranya :
a. Sejarah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)

Dumai

b. Visi dan Misi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)

Kota Dumai

c. Keadaan dan Komposisi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dumai
d. Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Sistem Administrasi





Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dumai

e. Sarana	dan	Prasarana	Sistem	Administrasi	Manunggal	Satu Atap (SAMSAT) Dumai.
D. [bookmark: _TOC_250004]Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti. Dalam observasi, peneliti memperhatikan perilaku, kejadian, atau situasi tertentu untuk mendapatkan informasi yang relevan (Sugiyono, 2017)
2. Angket (Kuesioner)

Angket adalah alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan yang disusun secara sistematis untuk dijawab oleh responden. Angket dapat berupa pilihan ganda, skala likert, atau pertanyaan terbuka. Metode ini sering digunakan untuk mengumpulkan data dari banyak responden secara efisien dan dapat dianalisis secara statistik (Sugiyono, 2017)
3. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab antara peneliti dan responden. Wawancara dapat bersifat terstruktur (dengan pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya) atau tidak terstruktur (lebih fleksibel dan mendalam) (Sugiyono, 2017).





E. Analisis Data
Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Setelah data yang diperlukan terkumpul dari resonden penelitian, maka selanjutnya akan dilakukan pengelompokkan data yang sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Selanjutnya data tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkai dengan uraian dan penjelasan, pelaksanaan penganalisaan data akan dilakukan secara statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau mengambarkan data yang telah terkumpul.
Sedangkan setiap kategori penulis menggunakan teknik pencarian kategori nilai dengan menggunakan Rating Scale. Menurut Sugiyono (2017:113) Rating Scale yaitu suatu skala pengukuran yang memproleh data mentah (angka–angka) yang di peroleh berupa angka kemudian ditafsirkandalam pengertian kualitatif (kata-kata).
Selanjutnya interval untuk setiap indikator sebagai berikut :

1. Pengukuran Untuk setiap indikator penelitian

Untuk menentukan kategori terhadap setiap indikator penelitian ditentukan dengan rumusan yang dikemukakan oleh Lind dalam (Zulganef,2018). Maka langkah awalnya yaitu menghitung skor tertinggi dan skor terendah.
a. Skor Tertinggi    : 3 x 3 x 90 = 810

b. Skor Terendah    : 1 x 3 x 90 = 270





Berdasarkan rumus tersebut maka dapat ditentukan interval skor sebagai beikut:
Interval= Skor Tertinggi-Skor Terendah

Jumlah Kelas Interval= 810-270 =570
3	3

Interval= 180

Maka penentuan skor untuk setiap indikator dalam penelitian ini akan dianalisa berdasarkan kategori skor sebagai berikut:
	Kategori
	Interval kelas

	Baik
	631 - 810

	Cukup Baik
	451 - 630

	Tidak Baik
	270 – 450


Dengan garis kontinum sebagai berikut:
270	TB	450	CB	630	B	810


2. Pengukuran Variabel Penelitian.

Untuk melihat kategori seluruh indikator penelitian, digunakan rumus yang dikemukakan oleh Lind et al (Zulganef,2018). Langkah pertama adalah menghitung skor tertinggi dan terendah sebagai berikut:
a. Skor Tertinggi = 3 x 15 x 90 = 4.050

b. Skor Terendah = 1 x 15 x 90 = 1.350

Selanjutnya menentukan interval kelas (i) menggunakan rumus yang dikemukakan Lind dalam (Zulganef,2018) yaitu:





i=H-L

k Keterangan :
i= interval

H= nilai data tertinggi L= nilai data terendah K= jumlah kelas
Berdasarkan rumus tersebut maka dapat ditentukan interval skor sebagai beikut:
Interval= Skor Tertinggi-Skor Terendah

Jumlah Kelas Interval= 4.050-1.350 =2.700
3	3

Interval= 900

Maka katagori penilaian untuk tiap indikator adalah sebagai berikut

	Kategori
	Interval kelas

	Baik
	3.151 - 4.052

	Cukup Baik
	2.251 - 3.151

	Tidak Baik
	1.350 - 2.250


Untuk melihat kriteria yang telah ditetapkan dari skor yang diperoleh tentang indikator dapat dilihat berdasarkan garis kontinum sebagai berikut:

1350	TB	2250	CB	3150	B	4050






BAB IV

GAMBARAN UMUM SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KOTA DUMAI
A. Sejarah berdirinya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai
Lahirnya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai diawali oleh sebuah gagasan brilian yang disampaikan pada forum penataran para pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Se Indonesia pada bulan April 1976 di Jakarta. Hasil penataran menghasilkan suatu rekomendasi berupa usulan kepada pemerintah, khususnya pimpinan Departemen Dalam Negeri agar SAMSAT dijadikan sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk seluruh Indonesia.
Terbentuknya Sistem Administrasi Manungggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI,Menteri keuangan dan Menteri Dalam Negeri NO.POL KEP13/XXI/76 Nomor. KEP- 1693/MK/IV/12/1976; 311 Tahun
1976 tentang peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangkapeningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya megenai pajak-pajak kendaraan bermotor.
Dasar hukum pembentukan SAMSAT di seluruh Indonesia adalah





intruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri keuangan Nomor INS/03/MX/1999, Nomor 29 Tahun 1999, Nomor 6/MK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dinas Pendapatan Kota Dumai, dan PT. Jasa Raharja (Persero). Tujuan dibentuknya SAMSAT adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ, maka dibentukkan Bersama SAMSAT.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SAMSAT mengacu pada Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor SKEP/06/X/1999, Nomor 973- 1228, Nomor SKEP/02/X1999 tentang pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bemotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor,





BBNK serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Sistem Aministrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang dikelola oleh tiga instansi berbeda maka untuk memudahkan dalam koordianasi dalam penyelenggaraan pelayanan dibentuk Tim Pembina SAMSAT Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing- masing ketiga instansi yang ada pada Sistem Administrasi Manunggal Saru Atap (SAMSAT) Kota Dumai memiliki tugas dan wewenang berbeda. berikut adalah pembagian tugas dan wewenang instansi tersebut:
1. Unit Pelayanan	: Petugas Dispenda dan POLRI

2. 	Unit Administrasi	: Petugas Dispenda, POLRI dan Jasa Raharja
3. 	Unit Pembayaran	: Petugas	Dispenda	(bendarawan SAMSAT Penerima)
4. Unit Pencetakan    : Petugas Dispenda dan POLRI

5. Unit Penyerahan    : Petugas POLRI

6. Unit Arsip	: Petugas Dispenda dan POLRI

7. Unit Informasi	: Petugas Dispenda dan POLRI

Untuk Visi dan Misi pelayanan di SAMSAT yaitu:

Visi : “Terwujudnya pelayanan prima sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat “.
Misi :
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat





2. Melaksanakan tugas secara professional dengan berpedoman pada SOP & JOB DESCRIPTION
3. Menciptakan lingkungan kerja bebas KKN & Gratifikasi
4. Menerapkan sistem online berbasis IT & mekanisme yang terpadu dalam pelayanan
5. Memberikan pelayanan yang cepat, akurat, nyaman, transparan, akutansi, informative & mudah diakses
6. Penyelenggaraan sistem forensic kepolisian, sistem kontrol kendaran yang berkeselamatan dan jaminan legitimasi keabsahan kepemilikan kendaraan bermotor
7. Membudayakan sikap yang komunikatif & informative
8. Membudayakan	4K:	Keterbukaan,	komunikasi,	koordinasi, kebersamaan antar instansi/pejabat pelaksana SAMSAT
9. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan Negara
10. Meningkatkan	kinerja	seluruh	aparatur	SAMSAT	untuk menunjang kualitas layanan bagi masyarakat
11. Meningkatkan mutu pelayanan untuk peningkatan pendapatan daerah
12. Meningkatan secara terus menerus pengetahuan, keterampilan dan sikap aparatur
13. Memberikan	pelayanan	yang	memuaskan	bagi	semua pelanggan internal dan eksternal.





Adapun alamat lengkap Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai ialah beralamat pada JL.Sultan Syarif Kasim No. 260,31575. Kelurahan Teluk Binjai, kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai.
B. Keadaan dan Komposisi Pegawai Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai
Dalam organisasi keberadaan manusia merupakan salah satu sumber daya organisasi yang ditentukan bagi keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sangat dibutuhkan unsur yang akan menggerakkan suatu organisasi tersebut.
Dalam usahanya untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal pada lingkungan lebih jelasnya tentang keadaan serta komposisi aparatur Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai dalam pelaksanaan tugasnya dapat lihat dalam uraian berikut:
1. Keadaan Dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Setiap instansi publik maupun swasta tentunya memerlukan
tenaga yang handal dan komplein di bidang nya. Untuk melihat lebih jelas tentang komposisi pegawai atau aparatur berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada table berikut ini:
Tabel IV.1
Komposisi Pegawai Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai Berdasarkan Jenis Kelamin

	No
	Jenis Kelamin
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	1.
	Laki-Laki
	22
	52,38

	2.
	Perempuan
	20
	47,62

	Jumlah
	42
	100







Sumber data: Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dumai Tahun 2025
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah aparatur pegawai pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai berjumlah 42 orang yang terdiri dari 22 orang aparatur yang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 52,38% dan 20 orang aparatur yang berjenis kelamin perempuan dengan persentase 47,62%. Maka dapat disimpulkan dari tabel tersebut bahwa aparatur pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai aparatur berjenis kelamin laki-laki yang lebih unggul.
2. Keadaan Dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Usia Dalam suatu organisasi, adanya tingkat usia yang berbeda-
beda sangat berpengaruh terhadap kinerja dari seseorang. Berikut dapat di lihat komposisi aparatur berdasarkan tingkat usia pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dumai.
Tabel IV.2
Komposisi Pegawai Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai Berdasarkan Tingkat Usia
	No
	Usia
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	1.
	20-39
	17
	40,48

	2.
	40-59
	25
	59,52

	Jumlah
	42
	100


Sumber data: Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dumai Tahun 2025
Dari table IV.2 dapat kita ketahui bahwa aparatur yang berusia 20-39  tahun  berjumlah  17  orang  dengan  presentase 40,48%





sedangkan aparatur yang berusia 40-59 tahun berjumlah 25 orang dengan presentase 59,52%.
3. Keadaan Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat  pendidikan  merupakan  salah  satu  faktor  yang
mempengaruhi sikap dan tindakan aparatur Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai tersebut dalam memberikan pelayanan.
Tabel IV.3
Komposisi Pegawai Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai berdasarkan Tingkat Pendidikan

	No
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah (orang)
	Presentase (%)

	1
	Magister (S2)
	8
	19,05

	2
	Sarjana (S1)
	18
	42,86

	3
	Diploma (D3)
	2
	4,76

	4
	SLTA/Sederajat
	14
	33,33

	Jumlah
	42
	100


Sumber data: Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai Tahun 2025
Dari tabel IV.3 tersebut dapat di jelaskan bahwa aparatur dengan tingkat pendidikan Magister (S2) berjumlah 8 orang (19,05%), tingkat pendidikan Sarjana (S1) berjumlah 18 orang (42,86%), tingkat pendidikan Diploma (D3) 2 orang (4,76%), dan aparatur dengan tingkat pendidikan SLTA/Sederajat berjumlah 14 orang (33,33%).
C. Struktur Organisasi Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai
Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang memperlihatkan sejumlah tugas dan wewenang masing-masing antara





kedudukan dan peranan dalam suatu lingkungan untuk bersama- sama mencapai tujuan organisasi.
Adapun bagan struktur organisasi tata kerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai sebagaimana terlampirkan:
BAGAN IV.1
Struktur Organisasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai
SEKSI PENAGIHAN
SEKSI PENERIMAAN
SUBBAGIAN TATA USAHA
KELOMPPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA UPT



D. Tugas	Pokok	dan	Fungsi	Pada	Sistem	Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai
Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No.93 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi, serta tata kerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota





Dumai. Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh seseorang kepala yang mempunyai tugas atau membawahi beberapa bagian dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut:
1. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas: Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian
Tata Usaha, Seksi Penerimaan dan Seksi Penagihan. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT pegelolaan Pendapatan Daerah
b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata





Usaha;

c. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
d. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
e. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

h. Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana , kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban ;
i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Kepala Seksi Penerimaan, mempunyai tugas:

a. Merencankan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penerimaan;
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penerimaan;





c. Menyusun petunjuk teknis	standar pelayanan penggunaan Pendapatan;
d. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan Pendapatan;
e. Melakukan	pengadaan	dan	pengembangan	penggunaan Pendapatan;
f. Melakukan	pelayanan	pengembangan	penggunaan Pendapatan;
g. Melakukan	pemantauan,	evaluasi	dan	membuat	laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penerimaan; dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Kepala Seksi Penagihan, mempunyai tugas:

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penagihan;
b. Membagi	tugas,	memberi	petunjuk	dan	memeriksa	hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penagihan;
c. Menyusun petunjuk teknis	standar pelayanan penggunaan Pendapatan;
d. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan Pendapatan;

e. Melakukan	pengadaan	dan	pengembangan	penggunaan Pendapatan;
f. Melakukan	pelayanan	pengembangan	penggunaan Pendapatan;





g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penagihan; dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Dalam hal ini pelaksana yang bertanggung jawab harus menyadari hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya untuk mampu memberikan pelayanan yang sebagaimana mestinya seperti di dalam standar yang berlaku.
E. Sarana Dan Prasarana Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai
Didalam menjalankan tugas dan kegiatan aparatur Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai peran sarana dan prasarana sangat penting untuk memberikan pelayanan yang nyaman kepada masyarakat dan cukup penting untuk menunjang proses pelaksanan pelayanan dengan maksimal. Berikut merupakan daftar sarana dan prasarana yang tersedia di SAMSAT Kota Dumai sebagaimana tercantum pada Tabel IV.4





Tabel IV.4
Sarana pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai
	No
	Sarana SAMSAT
	Jumlah

	1.
	Komputer
	34

	2.
	Meja Tik
	6

	3.
	Lemari
	25

	4.
	Kursi
	55

	5.
	Meja
	50

	6.
	Papan Struktur
	1

	7.
	Ac
	10

	8.
	Printer
	12

	9.
	Kursi tunggu
	80

	10.
	Kursi Tamu
	15


Sumber Data: Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai Tahun 2025
Dari	tabel	IV.4	diatas	dapat	dilihat	jumlah	sarana	yang disediakan oleh SAMSAT Kota Dumai.
Tabel IV.5
Prasarana pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai
	No
	Prasarana SAMSAT
	Jumlah

	1.
	Mushola
	1

	2.
	Halaman Parkir
	1

	3.
	Toilet
	3

	4.
	Kantin
	1


Sumber Data: Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai Tahun 2025
Dari tabel IV.5 diatas dapat dilihat apa saja prasarana yang disediakan Oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai.





BAB V

ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PADA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KOTA DUMAI
A. [bookmark: _TOC_250003]Identitas Responden

Penelitian tentang Analisis Kepuasan Masyaraktat Dalam Pelaksanaan Pelayanan Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai, penulis mengambil seluruh pegawai sebagai objek penelitian termasuk juga masyarakat maka penulis menampilkan identitas responden penelitian berdasarkan Jenis kelamin, Umur dan Tinggat Pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana latar belakang responden yang dijadikan objek penelitian.
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Perbedaan jenis kelamin merupakan hal yang wajar dalam organisasi atau masyarakat. Kemampuan dari setiap individu baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya memiliki kesempatan yang sama dalam memberikan pelayanan maupun menerima pelayanan.
Untuk mengetahui jumlah responden berasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel V.1
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
	No
	Jenis Kelamin
	Responden
	Jumlah (orang)
	Persentase (%)

	
	
	Pegawai
	Masyarakat
	
	

	1.
	Laki-laki
	22
	16
	38
	42,22%

	2.
	Perempuan
	20
	32
	52
	57,78%

	Jumlah
	42
	48
	90
	100%


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan tabel V.1 Di atas dapat di jelaskan bahwa, responden berjenis kelamin laki-laki berjumah 38 orang dengan persentase 42,22%, terdiri dari 22 orang pegawai dan 16 orang dari masyarakat. Sedangkan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 52 orang dengan persentase 57,78%, terdiri dari 20 orang pegawai dan 32 orang dari masyarakat.
2. Identitas Responen Berdasarkan Umur

Umur merupakan salah satu faktor yang membuat kemampuan dan keterampilan seseorang bertambah aau berkurang. Hal ini tentu menjadi perhatian setiap organisasi maupun individu dalam masyarakat, dimana umur yang berbeda pada masa produktif akan memberikan kontribusi yang besar dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sedangkan sebaliknya dimana umur sudah melewati masa produktif akan memperkecil kemungkinan mencapai tujuan secara maksimal.
Untuk mengetahui jumlah responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel V.2
Identitas Responden Berdasarkan Umur
	No
	Tingkat Umur
	Responden
	Jumlah (orang)
	Persentase (%)

	
	
	Pegawai
	Masyarakat
	
	

	1.
	21-30 Tahun
	4
	29
	33
	36,67%

	2.
	31-40 Tahun
	13
	11
	24
	26,67%

	3.
	41-50 Tahun
	18
	7
	25
	27,78%

	4.
	51-60 Tahun
	7
	1
	8
	8,88%

	Jumlah
	42
	48
	90
	100%


Sumber Data: Hasil olahan data lapangan, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel V.2 di atas dapat dilihat bahwa, responden yang berumur 21-30 tahun berjumlah 33 orang dengan persentase 36,67% terdiri dari 4 orang pegawai dan 29 orang dari masyarakat, responden yang berumur 31-40 tahun berjumlah 24 orang dengan persentase 26,67% terdiri dari 13 orang pegawai dan 11 orang masyarakat, responden yang berumur 41-50 tahun berjumlah 25 orang dengan persentase 27,78% terdiri dari 18 orang pegawai dan 7 orang dari masyarakat, responden yang berumur 51-60 tahun berjumlah 8 orang dengan persentase 8,88% terdiri dari 7 orang pegawai dan 1 orang masyarakat.
3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh karena semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang, maka pola berpikirnya akan semakin tinggi pula dalam memahami suatu bentuk pelayanan.
Untuk mengetahui jumlah responden berdasarkan tingkat pendidakan dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel V.3
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No
	Tingkat Pendidikan
	Responden
	Jumlah (orang)
	Persentase (%)

	
	
	Pegawai
	Masyarakat
	
	

	1.
	Magister (S2)
	8
	-
	8
	9%

	2.
	Sarjana (S1)
	18
	11
	29
	32,2%

	3.
	Diploma (D4)
	2
	2
	4
	4,4%

	4.
	SLTA
	14
	33
	47
	52,2%

	5.
	SLTP
	-
	2
	2
	2,2%

	Jumlah
	42
	48
	90
	100%


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.3 di atas dapat dilihat bahwa, tingkat pendidikan responden untuk Magister (S2) berjumlah 8 orang dengan persentase 9% terdiri dari 8 orang pegawai, responden untuk Sarjana (S1) berjumlah 29 orang dengan persentase 32,2% terdiri dari 18 orang pegawai dan 11 orang masyarakat, responden untuk Diploma (D4) berjumlah 4 orang dengan persentase 4,4% terdiri dari 2 orang pegawai dan 2 orang masyarakat, responden untuk SLTA terdiri dari 47 orang dengan persentase 52,2% terdiri dari 14 orang pegawai dan 33 orang masyarakat, dan responden untuk SLTP berjumlah 2 orang dengan persentase 2,2% terdiri dari 2 orang masyarakat.
B. Analisis Kepuasan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pelayanan Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai dalam menyelengarakan pelayanan publik harus mampu memberikan





pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang dilayani.Proses pelayanan yang diberikan arus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pegawai juga harus bisa menjaga Kualitas Pelayanan yang diberikan sehingga tidak mengecewkan masyarakat.
Penelitian dilakukan untuk mencari jawaban terhadap permasalahan yang terjadi. Dalam bab ini akan dianalisis data yang telah diperoleh oeh lokasi penelitian dan akan diinterprestasikan untuk menjawab atas permasalahan yang telah ditemukan. Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan tentang Analisis Kepuasan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pelayanan Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai akan dilihat dari variabel penelitian. Adapun variabel penelitian tersebut akan dianalisis melalui beberapa indikator sebagai berikut:
1. Kualitas Pelayanan (Service Quality)
Kualitas Pelayanan (Service Quality) adalah tingkat sejauh mana suatu layanan yang diberikan dapat memenuhi atau melampaui harapan pelanggan atau pengguna jasa. Yang dimaksud dengan Kualitas Pelayanan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengalaman masyarakat dalam menerima pelayanan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai.
Berdasarkan hal tersebut untuk melihat Kualitas Pelayanan (Service Quality) dapat dilihat melalui sub indikator:
a. Adanya kemampuan petugas pada SAMSAT Kota Dumai dalam





memproses pengajuan permohonan dengan cepat.

Yang dimaksud dengan adanya kemampuan petugas pada SAMSAT Kota Dumai dalam memproses pengajuan permohonan dengan cepat yaitu menunjukkan bahwa petugas memiliki kompetensi, keterampilan, dan pemahaman yang baik terhadap prosedur pelayanan, sehingga dapat memproses berbagai permohonan masyarakat secara efisien dan tepat waktu.
b. Adanya kejelasan informasi yang disampaikan petugas pada SAMSAT Kota Dumai kepada masyarakat yang menerima layanan. Yang dimaksud dengan adanya kejelasan informasi yang disampaikan	petugas	pada	SAMSAT	Kota	Dumai	kepada masyarakat yang menerima layanan yaitu menjunukan bahwa petugas memberikan informasi secara jelas, transparan, dan tidak membingungkan. Kejelasan ini penting agar masyarakat dapat
memahami setiap langkah dalam proses pelayanan.

c. Adanya kemudahan prosedur pelayanan pada SAMSAT Kota Dumai.
Yang dimaksud dengan adanya kemudahan prosedur pelayanan pada SAMSAT Kota Dumai yaitu bahwa prosedur yang diterapkan tidak berbelit-belit, mudah dipahami oleh masyarakat, dan tidak membutuhkan banyak tahapan yang tidak perlu.





Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai Kualitas Pelayanan (Service Quality) pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel V.4
Tanggapan Responden Tentang Kualitas Pelayanan (Service Quality)
	No
	Sub indikator
	Skor

	1.
	Adanya kemampuan petugas pada SAMSAT Kota Dumai
dalam memproses pengajuan permohonan dengan cepat.
	197

	2.
	Adanya kejelasan informasi yang disampaikan petugas pada SAMSAT Kota Dumai kepada masyarakat yang menerima
layanan.
	196

	3.
	Adanya kemudahan prosedur pelayanan pada SAMSAT Kota Dumai
	191

	Total
	584


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.4 di atas menunjukkan tanggapan responden Kualitas Pelayanan (Service Quality) pada Sistem administrasi Manunggal Satu atap (SAMSAT) Kota Dumai yang diukur melalui tiga sub indikator, antarra lain:
Sub indikator pertama yaitu adanya kemampuan petugas pada SAMSAT Kota Dumai dalam memproses pengajuan permohonan dengan cepat mendapatkan tangapan dengan skor 197, sedangkan sub indikator kedua yaitu adanya kejelasan informasi yang disampaikan petugas pada SAMSAT Kota Dumai kepada masyarakat yang menerima layanan mendapatkan tanggapan dengan skor 196, dan sub indikator ketiga yaitu adanya kemudahan prosedur pelayanan pada SAMSAT Kota Dumai mendapatkan tanggapan dengan skor 191, total skor 584.
Untuk dapat melihat lebih jelasnya terkait Kualitas Pelayanan
(Service Quality) dapat dilihat melalui garis kontinum berikut:






584



270	TB	450	CB	630	B	810
Dari garis kontinum di atas dapat dilihat tanggapan responden tentang Kualitas Pelayanan (Service Quality) dari 90 responden dapat dikategorikan Cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari total skor 584 dengan yang berada pada rentang skor 450-630.
2. Kualitas Produk (Product Quality)
Kualitas Produk (Product Quality) adalah tingkat keunggulan suatu produk dalam memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Yang dimaksud dengan kualitas produk diukur dari bagaimana Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai memberi pelayanannya.
Berdasarkan hal tersebut untuk melihat Kualitas Produk (Product Quality) dapat dilihat melalui sub indikator:
a. Adanya kejelasan jenis pelayanan yang diberikan oleh SAMSAT Kota Dumai
Yang dimaksud dengan adanya kejelasan jenis pelayanan yang diberikan oleh SAMSAT Kota Dumai yaitu sejauh mana masyarakat mengetahui secara jelas dan transparan mengenai jenis-jenis pelayanan yang tersedia di SAMSAT. Kejelasan ini mencakup informasi tentang prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi





masyarakat.

b. Adanya kesesuaian antara pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diharapkan
Yang dimaksud dengan adanya kesesuaian antara pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diharapkan yaitu tingkat kesesuaian antara Kualitas Pelayanan yang diberikan oleh petugas SAMSAT Kota Dumai dengan harapan masyarakat sebagai pengguna layanan.
c. Adanya ketepatan waktu penerbitan produk atau dokumen sesuai dengan standar pelayanan.
Yang dimaksud dengan adanya ketepatan waktu penerbitan produk atau dokumen sesuai dengan standar pelayanan yaitu sejauh mana SAMSAT Kota Dumai dapat menyelesaikan penerbitan produk atau dokumen, seperti STNK atau SKPD, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan publik.
Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai Kualitas Produk (Product Quality) pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel V.5
Tanggapan Responden Tentang Kualitas Produk (Product Quality)
	No
	Sub Indikator
	Skor

	1.
	Adanya kemudahan prosedur pelayanan pada SAMSAT Kota Dumai
	204

	2.
	Adanya kesesuaian antara pelayanan yang diterima dengan
pelayanan yang diharapkan
	207

	3.
	Adanya ketepatan waktu penerbitan produk atau dokumen sesuai dengan standar pelayanan
	188

	Total
	599


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.5 di atas tentang Kualitas Produk (Product Quality) pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai yang diukur melalui tiga sub indikator, antara lain:
Sub indikator pertama yaitu adanya kejelasan jenis pelayanan yang diberikan oleh SAMSAT Kota Dumai mendapat tanggapan dengan skor 204, sedangkan sub indikator kedua yaitu adanya kesesuaian antara pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diharapkan mendapat tanggapan dengan skor 207, dan sub indikator ketiga yaitu adanya ketepatan waktu penerbitan produk atau dokumen sesuai dengan standar pelayanan mendapat responden dengan skor 188, total skor 599.
Untuk dapat melihat lebih jelasnya terkait Kualitas Produk (Product Quality) dapat dilihat melalui garis kontinum berikut:
599
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Dari garis kontinum di atas dapat dilihat tanggapan responden tentang Kualitas Pelayanan dari 90 responden dapat dikategorikan Cukup Baik. Hal ini dapat dilihat dari total skor 599 yang berada pada rentang skor 450-630.
3. Harga (price)

Harga (Price) adalah sejumlah nilai atau uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh suatu produk atau jasa. Yang dimaksud dengan harga dalam penelitian ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat yang disediakan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai.
Berdasarkan hal tersebut untuk melihat Harga (Price) dapat dilihat melalui sub indikator:
a. Adanya informasi tentang biaya pelayanan pada SAMSAT Kota Dumai.
Yang dimaksud dengan adanya informasi tentang biaya pelayanan pada SAMSAT Kota Dumai yaitu Tersedianya informasi yang jelas, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai besaran biaya pelayanan yang harus dibayar sehingga masyarakat mengetahui tarif secara transparan sebelum melakukan pembayaran.
b. Adanya Kesesuaian biaya pelayanan dengan peraturan yang berlaku Pada SAMSAT Kota Dumai.
Yang	dimaksud	dengan	adanya	Kesesuaian	biaya





pelayanan dengan peraturan yang berlaku Pada SAMSAT Kota Dumai yaitu biaya yang dikenakan kepada masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya Peraturan Daerah (Perda) atau ketentuan resmi lainnya.
c. Adanya ketersediaan bukti pembayaran mengenai biaya yang dibebankan kepada masyarakat.
Yang dimaksud dengan adanya ketersediaan bukti pembayaran mengenai biaya yang dibebankan kepada masyarakat yaitu Setiap masyarakat yang melakukan pembayaran mendapatkan bukti pembayaran resmi yang mencantumkan rincian biaya dan keabsahan instansi.
Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai Harga (Price) pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel V.6
Tanggapan Responden Tentang Harga (Price)
	No
	Sub Indikator
	Skor

	1.
	Adanya informasi tentang biaya pelayanan pada SAMSAT Kota Dumai
	208

	2.
	Adanya Kesesuaian biaya pelayanan dengan peraturan yang
berlaku Pada SAMSAT Kota Dumai
	216

	3.
	Adanya ketersediaan bukti pembayaran mengenai biaya yang
dibebankan kepada masyarakat
	221

	Skor
	645


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.6 diatas tentang Harga (Price) pada Sistem administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai yang diukur melalui tiga sub indikator, antara lain:





Sub indikator pertama yaitu adanya informasi tentang biaya pelayanan pada SAMSAT Kota Dumai mendapatkan tanggapan dengan skor 208, sedangkan sub indikator kedua yaitu adanya kesesuaian biaya pelayanan dengan peraturan yang berlaku pada SAMSAT Kota Dumai mendapatkan tanggapan dengan skor 216, dan sub indikator ketiga yaitu adanya ketersediaan bukti pembayaran mengenai biaya yang dibebankan kepada masyarakat mendapat tanggapan dengan skor 221, total skor 645.
Untuk dapat melihat lebih jelasnya terkait Harga (Price) dapat dilihat melalui garis kontinum berikut:
645
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Dari garis kontinum di atas dapat dilihat tanggapan responden tentang Harga (Price) dari 90 responden dapat dikategorikan Baik. Hal ini dapat dilihat dari total skor 645 yang berada pada rentang skor 630-810.
4. Situasi (Situation)
Situasi (Situation) adalah kondisi atau keadaan tertentu yang sedang berlangsung pada suatu waktu dan tempat, yang mencakup berbagai faktor lingkungan fisik, sosial, maupun psikologis yang memengaruhi suatu peristiwa atau tindakan. Yang dimaksud dengan Situasi dalam penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana perasaan





masyarakat selama dan setelah berinteraksi pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai.
Berdasarkan hal tersebut untuk melihat Situasi (Situation) dapat dilihat melalui sub indikator:
a. Adanya ketersediaan fasilitas pelayanan yang memadai pada SAMSAT Kota Dumai
Yang dimaksud dengan adanya ketersediaan fasilitas pelayanan yang memadai pada SAMSAT Kota Dumai yaitu sarana dan prasarana yang disediakan oleh SAMSAT Kota Dumai untuk kelancaran proses pelayanan kepada masyarakat.
b. Adanya ruang tunggu pelayanan yang nyaman dalam pemberian pelayanan pada SAMSAT Kota Dumai
Yang dimaksud dengan adanya ruang tunggu pelayanan yang nyaman dalam pemberian pelayanan pada SAMSAT Kota Dumai yaitu area yang disediakan oleh SAMSAT Kota Dumai untuk masyarakat menunggu proses pelayanan, yang memenuhi unsur kenyamanan seperti kebersihan, ketersediaan kursi yang cukup, ventilasi atau AC, penerangan yang baik, serta mungkin disertai fasilitas tambahan seperti televisi, minuman, atau ruang ramah anak.
c. Adanya fasilitas pendukung difabel dalam pelaksanaan pelayanan pada SAMSAT Kota Dumai
Yang dimaksud dengan adanya fasilitas pendukung difabel





dalam pelaksanaan pelayanan pada SAMSAT Kota Dumai yaitu sarana khusus yang diberikan untuk mempermudah akses dan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Contohnya: jalur kursi roda (ram), toilet khusus difabel, kursi prioritas, serta bantuan petugas untuk difabel.
Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai Situasi (Situation) pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel V.7
Tanggapan Responden Tentang Situasi (Situation)
	No
	Sub Indikator
	Skor

	1.
	Adanya ketersediaan fasilitas pelayanan yang memadai pada SAMSAT Kota Dumai
	219

	2.
	Adanya	ruang	tunggu	pelayanan	yang	nyaman	dalam
pemberian pelayanan pada SAMSAT Kota Dumai
	222

	3.
	Adanya	fasilitas	pendukung	difabel	dalam	pelaksanaan pelayanan pada SAMSAT Kota Dumai
	226

	Skor
	667


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.7 di atas menunjukkan tanggapan responden Situasi (Situation) pada Sistem administrasi Manunggal Satu atap (SAMSAT) Kota Dumai yang diukur melalui tiga sub indikator, antara lain:
Sub indikator pertama yaitu adanya ketersediaan fasilitas pelayanan yang memadai pada SAMSAT Kota Dumai mendapatkan tangapan dengan skor 219, sedangkan sub indikator kedua yaitu adanya ruang tunggu pelayanan yang nyaman dalam pemberian pelayanan pada SAMSAT Kota Dumai mendapatkan tanggapan dengan skor 222, dan sub indikator  ketiga  yaitu  adanya  fasilitas  pendukung  difabel  dalam





pelaksanaan	pelayanan	pada	SAMSAT	Kota	Dumai	mendapatkan tanggapan dengan skor 226, total skor 667.
Untuk dapat melihat lebih jelasnya terkait Situasi (Situation) dapat dilihat melalui garis kontinum berikut:
667

270	TB	450	CB	630	B	810
Dari garis kontinum di atas dapat dilihat tanggapan responden tentang Situasi (Situation) dari 90 responden dapat dikategorikan Baik. Hal ini dapat dilihat dari total skor 667 yang berada pada rentang skor 630-810.
5. Sikap Personil Pelayanan (Personality)
Sikap Personil Pelayanan (Personality) adalah perilaku, cara berinteraksi, serta kepribadian petugas atau pegawai dalam memberikan layanan kepada masyarakat, yang mencerminkan keramahan, empati, kesopanan, dan profesionalisme. Yang dimaksud dengan Sikap Personil Pelayanan dalam penelitian ini adalah sikap yang ditunjukkan kepada orang lain dalam memberikan pelayanan.
Berdasarkan hal tersebut untuk melihat Sikap Personil Pelayanan (Personality) dapat dilihat melalui sub indikator:
a. Adanya petugas yang bersikap sopan santun dalam memberikan pelayanan pada SAMSAT Kota Dumai





Yang dimaksud dengan adanya petugas yang bersikap sopan santun dalam memberikan pelayanan pada SAMSAT Kota Dumai yaitu perilaku ramah, menghargai, dan menghormati masyarakat saat memberikan pelayanan.
b. Adanya sikap tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan pada masyarakat
Yang dimaksud dengan adanya sikap tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan pada masyarakat yaitu petugas melaksanakan tugas sesuai ketentuan, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, serta menindaklanjuti setiap keluhan atau pertanyaan masyarakat dengan serius sesuai prosedur yang berlaku.
c. Adanya kesetaraan pelayanan bagi semua golongan masyarakat.

Yang dimaksud dengan adanya kesetaraan pelayanan bagi semua golongan masyarakat yaitu Kesetaraan pelayanan adalah pemberian pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan status sosial, ekonomi, jabatan, atau latar belakang masyarakat.
Tabel V.8
Tanggapan Responden Tentang Sikap Personil Pelayanan
(Personality)
	No
	Sub Indikator
	Skor

	1.
	Adanya	petugas	yang	bersikap	sopan	santun	dalam memberikan pelayanan pada SAMSAT Kota Dumai
	214

	2.
	Adanya sikap tanggung jawab petugas dalam memberikan
pelayanan pada masyarakat
	213

	3.
	Adanya	kesetaraan	pelayanan	bagi	semua	golongan
masyarakat
	205

	Skor
	632


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025





Berdasarkan Tabel V.8 di atas menunjukkan tanggapan responden Sikap Personil Pelayanan (Personality) pada Sistem administrasi Manunggal Satu atap (SAMSAT) Kota Dumai yang diukur melalui tiga sub indikator, antara lain:
Sub indikator pertama yaitu adanya petugas yang bersikap sopan santun dalam memberikan pelayanan pada SAMSAT Kota Dumai mendapatkan tangapan dengan skor 214, sedangkan sub indikator kedua yaitu adanya sikap tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan pada masyarakat mendapatkan tanggapan dengan skor 213, dan sub indikator ketiga yaitu adanya kesetaraan pelayanan bagi semua golongan masyarakat mendapatkan tanggapan dengan skor 204, total skor 632.
Untuk dapat melihat lebih jelasnya terkait Sikap Personil Pelayanan
(Personality) dapat dilihat melalui garis kontinum berikut:


632

270	TB	450	CB	630	B	810
Dari garis kontinum di atas dapat dilihat tanggapan responden tentang Sikap Personil Pelayanan (Personality) dari 90 responden dapat dikategorikan Baik. Hal ini dapat dilihat dari total skor 632 yang berada pada rentang skor 630-810.





Selanjutnya dari penjelasan setiap indikator di atas dapat dilihat secara keseluruhan melalui tabel rekapitulasi berikut:
Tabel V.9
Rekapulasi Tanggapan Responden Analisis Kepuasan Msyarakat Dalam Pelaksanaan Pelayanan Pada Sistem Administrasi Manunggal (SAMSAT) Kota Dumai
	No
	Indikator
	Skor

	1.
	Kualitas Pelayanan
	584

	2.
	Kualitas Produk
	599

	3.
	Harga
	645

	4.
	Situasi
	667

	5.
	Sikap personil Pelayanan
	632

	Skor
	3127


Sumber data: Hasil Olahan Data lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.9 di atas dapat dilihat rekapitulasi tanggapan responden dari semua indikator, hal ini dapat dilihat dari indikator Kualitas Pelayanan dengan skor 584, Kualitas Produk dengan skor 599, Harga dengan skor 645, Situasi dengan skor 667, Sikap Personil Pelayanan dengan skor 632.
Secara keseluruhan total skor untuk tanggapan responden diperoleh total skor sebanyak 3127 berada pada rentang 2250-3150, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada garis kontinum berikut:
3127

1350	TB	2250	CB	3150	B	4050





Berdasarkan garis kontinum diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pelayanan Pada Sistem Administasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai, dari tanggapan 90 responden dapat dikategorikan Cukup Baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor 3127 yang berada pada rentang 2250-3150.
C. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Analisis Kepuasan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pelayanan Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai
Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Kepuasan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pelayanan Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai,
Namun mengacu pada pengukuran setiap indikator penelitian, yang mana masih adanya tanggapan responden yang belum mencapai nilai skor maksimal, maka berdasarkan pada indikator penilaian tersebut, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat terkait Analisis Kepuasan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pelayanan Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai, sebagai berikut:
1. Faktor Pendukung

Adapun yang menjadi faktor pendukung Analisis Kepuasan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pelayanan Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai, yaitu:





a. Adanya situasi yang meliputi penyediaan fasilitas pendukung difabel dalam pelaksanaan pelayanan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai. Dapat dilihat bahwa upaya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai dalam menyediakan sarana dan prasarana yang ramah difabel, seperti jalur khusus kursi roda, ruang pelayanan yang mudah diakses, serta ketersediaan petugas yang siap membantu penyandang disabilitas.
b. Adanya harga yang meliputi penyediaan bukti pembayaran secara konsisten oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai. Dapat dilihat bahwa upaya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai yang selalu memberikan bukti pembayaran resmi berupa struk atau kuitansi kepada masyarakat setelah melakukan transaksi pembayaran, baik melalui loket pelayanan maupun layanan pembayaran elektronik. Bukti tersebut juga memuat rincian biaya sesuai peraturan yang berlaku sehingga masyarakat dapat merasa aman, transparan, dan terhindar dari pungutan liar.
c. Adanya sikap personil pelayanan yang meliputi petugas yang bersikap sopan santun dalam memberikan pelayanan pada SAMSAT Kota Dumai. Dapat dilihat bahwa sikap ramah petugas dalam menyapa dan melayani masyarakat, adanya penggunaan bahasa yang santun dan tidak menyinggung saat berkomunikasi, serta adanya kesediaan petugas untuk mendengarkan dan membantu masyarakat dengan





penuh rasa hormat sesuai dengan etika pelayanan publik.

2. Faktor Penghambat
Sedangkan yang menjadi faktor penghambat analisis kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan pada sistem administrasi mnunggal satu atap (SAMSAT) Kota dumai, yaitu:
a. Kurangnya kualitas pelayanan yang meliputi kemudahan prosedur pelayanan pada SAMSAT Kota Dumai. Dapat dilihat bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan, meskipun Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai telah menetapkan prosedur pelayanan yang mudah dan cepat, kenyataannya masih terdapat masyarakat yang belum memahami alur tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan informasi yang jelas terkait tahapan pelayanan, seperti persyaratan dokumen, alur pembayaran, dan penggunaan layanan berbasis digital. Sehingga tujuan utama kemudahan prosedur tidak sepenuhnya tercapai.
b. Kurangnya terlaksananya kualitas produk yang meliputi ketepatan waktu penerbitan produk atau dokumen sesuai dengan standar waktu. Dapat dilihat bahwa dalam proses penerbitan dokumen pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai seperti perangkat komputer, jaringan internet yang stabil, serta sistem aplikasi pelayanan yang menjadi bagian penting dalam mempercepat proses penerbitan dokumen belum sepenuhnya memadai. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap  (SAMSAT) Kota Dumai masih





mengalami kendala berupa gangguan jaringan dan keterbatasan perangkat teknologi, sehingga proses penerbitan dokumen terkadang mengalami keterlambatan. Kondisi ini berdampak pada tidak tercapainya standar waktu pelayanan, karena harus menunggu perbaikan jaringan.





[bookmark: _TOC_250002]BAB VI KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka pada bagian akhir skripsi ini penulis menjelaskan beberapa kesimpulan dan saran sebagai hasil penelitian yang dilakukan.
A. [bookmark: _TOC_250001]Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai, dapat disimpulkan:
1. Analisis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai dilihat dari rekapitulasi tanggapan responden yang diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu Kualitas Pelayanan (Service Quality), Kualitas Produk (Product Quality), Harga (Price), Situasi (Situation), dan Sikap Personil Pelayanan (Personality). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 90 responden diperoleh total skor keseluruhan 3127 berada pada rentang 2250–3150 dengan kategori Cukup Baik.
2. Faktor pendukung kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai yaitu situasi yang meliputi penyediaan fasilitas ramah difabel sehingga memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, selanjutnya harga yang meliputi konsistensi pemberian bukti pembayaran resmi yang menjamin transparansi, serta sikap





personil pelayanan yang meliputi sikap sopan santun petugas yang menciptakan kenyamanan. Sedangkan faktor penghambat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai yaitu kualitas pelayanan yang meliputi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan akibat minimnya sosialisasi layanan digital, serta kualitas produk yang meliputi keterlambatan penerbitan dokumen karena gangguan jaringan dan keterbatasan teknologi.

B. [bookmark: _TOC_250000]Saran
Berdasarkan faktor penghambat yang penulis paparkan di atas, ada beberapa saran yang penulis ingin sampaikan terkait Kepuasan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pelayanan Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai, yakni sebagai berikut:
1. Disarankan kepada Kepala UPT Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai agar meningkatkan intensitas sosialisasi terkait prosedur pelayanan kepada masyarakat. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti spanduk, brosur, media sosial, serta penyuluhan langsung agar masyarakat lebih memahami alur pelayanan, persyaratan dokumen, dan pemanfaatan layanan berbasis digital.
2. Disarankan kepada Kepala UPT Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai untuk proses penerbitan produk atau dokumen  seperti  memperkuat  teknologi  dengan  meningkatkan





kapasitas jaringan internet, serta memastikan sistem aplikasi pelayanan selalu dalam kondisi optimal. Langkah ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan penyedia layanan teknologi serta pemeliharaan sistem secara berkala agar gangguan teknis dapat diminimalisir. Dengan perbaikan ini, proses penerbitan dokumen akan lebih cepat dan sesuai dengan standar waktu pelayanan, sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat meningkat.
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Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1993, Nomor	06/IMK.014/1993,	dan	Nomor	06/XII/1993	tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah.
Peraturan Gubernur Riau Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

LAMPIRAN
Tabel	1.	Jenis-Jenis	Dan	Persyaratan	Pelayanan	Dan	Waktu	Penyelesaian Pelaksanaan Pada SAMSAT Dumai.
	No.
	Jenis Pelayanan
	Persyaratan Pelayanan
	Waktu

	1.
	Pengesahan	Ulang (Satu Tahunan
	1. Identitas
a. Perorangan:
· jati diri Wajib Pajak KB (e-KTP / Suket & Kartu Keluarga asli).
· jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
b. Badan hukum:
· Nomor Induk Berusaha (NIB)
· Nomor Pokok Wajib Pajak
· Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum, dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan
· fotocopy KTP asli yang dikuasakan.
c. Instansi pemerintah termasuk BUMN dan BUMD:
· surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan; dan
· Melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa.
2. STNK Asli
3. SKPD Asli
	15 Menit

	2.
	Perpanjangan STNK/TNKB	(Lima
Tahunan)
	1. Identitas:
a. - jati diri Wajib Pajak KB (e-KTP / Suket & Kartu Keluarga asli).
· jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
b. Badan hukum:
· Nomor Induk Berusaha (NIB)
· Nomor Pokok Wajib Pajak
· Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum, dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan.
· fotocopy KTP asli yang dikuasakan.
c. Instansi pemerintah termasuk BUMN dan BUMD:
· Surat kuasa bermaterai cukup menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan; dan
-Melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa.
2. STNK Asli
3. SKPD Asli
4. BPKB asli dan fotokopi BPKB atau dalam hal BPKB dijadikan jaminan bank, harus disertakan
	20 Menit




	No.
	Jenis Pelayanan
	Persyaratan Pelayanan
	Waktu

	
	
	surat bukti pengagunan BPKB dan/atau surat keterangan bermaterai cukup dari kreditur
5. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
6. Keterangan buka blokir dalam hal STNK berada dalam status blokir
	

	3.
	Penggantian STNK
	1. Identitas.
a. Perorangan:
· Jati diri Wajib Pajak KB (e-KTP / Suket & Kartu Keluarga asli)
· Jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
b. Badan Hukum:
· Nomor Induk Berusaha (NIB)
· Nomor Pokok Wajib Pajak
· Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan;
· fotocopy KTP asli yang dikuasakan.
c. Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD:
· Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan; dan
· Melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa.
2. BPKB asli dan fotocopy.
3. Surat Keterangan pembayar pajak terakhir.
4. Surat pernyataan kehilangan mengenai STNK yang hilang bermeterai cukup.
5. Surat keterangan hilang dari unit pelaksana Regident penerbit STNK.
6. Bukti Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor
	45 Menit

	4.
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (Pendaftaran Kendaraan Baru)
	1. Identitas
a. Perorangan:
· Jati diri Wajib Pajak KB (e-KTP / Suket & Kartu Keluarga asli)
· Jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
b. Badan Hukum:
· Nomor Induk Berusaha (NIB)
· Nomor Pokok Wajib Pajak
· Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan;
· fotocopy KTP asli yang dikuasakan.
c. Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD:
· Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta
	45 Menit




	No.
	Jenis Pelayanan
	Persyaratan Pelayanan
	Waktu

	
	
	stempel cap instansi yang bersangkutan; dan
- Melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa.
2. Faktur Pembelian
3. Sertifikat Registrasi Uji Tipe dan SUT
4. Bukti Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor
	

	5.
	Perubahan	Identitas Kendaraan Bermotordan		Pemilik Kendaraan Bermotor
	1. Identitas
a. Perorangan:
· Jati diri Wajib Pajak KB (e-KTP / Suket & Kartu Keluarga asli)
· Jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
b. Badan Hukum:
· Nomor Induk Berusaha (NIB)
· Nomor Pokok Wajib Pajak
· Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan;
· fotocopy KTP asli yang dikuasakan.
c. Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD:
· Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan; dan
· Melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa.
2. STNK asli
3. SKPD asli
4. Tanda bukti pendaftaran BPKB
5. Bukti Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor
	45 Menit

	6.
	Bea	Balik	Nama Registrasi	 Ulang
Kendaraan	Dalam Kab/Kota
	1. Identitas Pemilik Baru
a. Perorangan:
· jati diri Wajib Pajak KB (e-KTP / Suket & Kartu Keluarga asli)
· Jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
b. Badan Hukum:
· Nomor Induk Berusaha (NIB)
· Nomor Pokok Wajib Pajak
· Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan;
· fotocopy KTP asli yang dikuasakan.
2. STNK asli.
3. SKPD tahun terakhir.
4. Tanda bukti pendaftaran BPKB. 5.
a. kwintansi pembelian bermaterai cukup bagi pemindahan tangan karena jual beli;
b. risalah lelang  Rannmor dan/atau  putusan
	30 Menit
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	pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pemindahan tangan karena lelang;
c. akta hibah yang ditandatangani oleh pemberi hibah dan/atau para ahli waris bagi pemindahan tangan karena hibah;
d. akte penyertaan bagi pemindahan tangan karena penyertaan Rannmor sebagai modal,
e. akte pemindahan tangan bagi perusahaan karena penggabungan, pemindahan tangan karena perbedaan
f. surat keterangan kematian dan/atau surat ahli waris atau akte notaris bagi pemindahan karena warisan.
6. Bukti Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor
	

	7.
	Bea Balik Nama/ Registrasi Ulang Antar Kab/Kota Dan Mutasi Dari Luar Provinsi
	1. Identitas pemilik baru
a. Perorangan:
-Jati diri wajib pajak KB (e-KTP / suket & kartu keluarga asli).
· jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
b. Badan Hukum:
· Nomor Induk Berusaha (NIB)
· Nomor Pokok Wajib Pajak
· Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan;
· fotocopy KTP asli yang dikuasakan.
2. Tanda bukti penerimaan BPKB dan STNK dari unit pelaksana regident asal.
3. Tindakan surat pengantar mutasi. 4.
a. kwintansi pembelian bermaterai cukup bagi pemindahan tangan karena jual beli;
b. risalah lelang Rannmor dan/atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pemindahan tangan karena lelang;
c. akta hibah yang ditandatangani oleh pemberi hibah dan/atau para ahli waris bagi pemindahan tangan karena hibah;
d. akte penyertaan bagi pemindahan tangan karena penyertaan Rannmor sebagai modal;
e. akte pengabungan bagi pemindahan tangan karena penggabungan perusahaan berbadan hukum; atau
f. surat keterangan kematian dan persetujuan para ahli waris atau akte notaris bagi pemindahan tangan karena warisan;
5. Bukti Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor mutasi masuk.
6. Surat keterangan Fisikal dari daerah asal. File dasar kendaraan
	45 Menit
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	8.
	Mutasi ke Luar Provinsi
	1. Identitas
a. Perorangan:
· Jati diri Wajib Pajak KB (e-KTP / Suket & Kartu Keluarga asli).
· Jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
b. Badan Hukum:
· Nomor Induk Berusaha (NIB)
· Nomor Pokok Wajib Pajak
· Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan;
· fotocopy KTP asli yang dikuasakan.
c. Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD:
· Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan; dan
· Melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa.
2. Tanda bukti penerimaan penyerahan BPKB dan STNK dari unit pelaksana regident asal.
3. Tindakan surat pengantar mutasi. 4.
a. kwintansi pembelian bermaterai cukup bagi pemindahan tangan karena jual beli;
b. risalah lelang Rannmor dan/atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pemindahan tangan karena lelang;
c. akta hibah yang ditandatangani oleh pemberi hibah dan/atau para ahli waris bagi pemindahan tangan karena hibah;
d. akte penyertaan bagi pemindahan tangan karena penyertaan Rannmor sebagai modal;
e. akte penggabungan bagi pemindahan tangan karena penggabungan perusahaan;
f. surat keterangan kematian dan persetujuan para ahli waris atau akte notaris bagi pemindahan tangan karena warisan;
5. Bukti Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor
	Pelayanan SKPD: 15 Menit Pelayanan Surat Keterangan Fiskal: 1 Minggu

	9.
	E-Samsat Riau
	1. Identitas
a. Perorangan:
· Jati diri Wajib Pajak KB (e-KTP / Suket & Kartu Keluarga asli).
· Jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup
2. STNK Asli
3. SKPD Asli
4. Struk atau tanda bukti pembayaran bank
	15 Menit
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